BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis dapat menarik sebuah

kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pariwisata merupakan salah satu sektor utama dalam
pembangunan yang tidak hentinya terus dikembangkan, hal ini
disebabkan karena pariwisata mempunyai peran yang sangat
penting dalam pembangunan. Kegiatan pariwisata tidak
terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, pemerintah bertanggung jawab
atas empat hal utama yaitu perencanaan daerah atau
kawasan pariwisata, pembangunan fasilitas utama dan
pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan pariwisata, dan
pembuatan penegakan paraturan. Segala penerapan
peraturan yang mengatur tentang pariwisata seperti
penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan dapat dijalankan
dengan baik dan benar sehingga dapat terwujud sektor

pariwisata yang baik, benar, tertata, nyaman. Dengan begitu
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apa yang dicita citakan dalam menyumbang pendapatan
daerah dapat terealisasikan dengan baik.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang
dikembangkan dalam rangka meningkatkan pandapatan
nasionalnya, ini disebabkan karena disamping dapat
meningkatkan pendapatan nasional sektor ini mempunyai
dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Pemkab KBB perlu melakukan bekerjasama
dengan pihak swasta, terobosan agar tingkat kunjungan
semakin banyak dengan melakukan kerjasama kelembagaan
dengan BUMN dan BUMD. Potensi wisata yang terdapat di
Kabupaten Bandung Barat sangat besar namun masih belum
ada penanganan serius terhadap hal akses jalan menuju
daerah wisata dan segala fasilitas yang ada di daerah wisata
tersebut. Dengan begitu perlu adanya kerjasama antara
pemerintah daerah dengan keterlibatan pihak swasta agar
dapat terpelihara sehingga dapat memberikan dampak yang
positif bagi perekonomian di daerah kabupaten bandung barat
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, baik terhadap masyarakat

setempat maupun meningkatkan pendapatan asli daerah.
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B. Saran

1)

2)

Terhadap masyarakat setempat seharusnya tetap terus
menjaga, merawat dan melestarikan objek wisata yang masih
belum tersentuh oleh pemerintah daerah, sehingga objek
wisata tersebut setidaknya terpelihara dan terlihat nyaman.

Terhadap pemerintah daerah seharusnya juga memberikan

dana yang cukup untuk perawatan objek wisata, setidaknya

membangun akses jalan menuju tempat wisata sehingga
wisatawan yang hendak berkunjung dapat mudah
menjangkaunya.

Agar objek wisata dapat menyumbang banyak PAD di KBB ,

sebaiknya :

a) Secepatnya berkoordinasi dan bekerja sama dengan
pihak swasta agar objek wisata dapat dibenahi sehingga
terlihat nyaman.

b) Pemerintah daerah beserta swasta bekerjasama
membangun fasilitas pendukung di objek wisata
sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan

masyarakat setempat.
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